
Jakarta, 7 Juni 2017 - Mahkamah Konstitusi(MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor ,
Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada Rabu (716) puku113.00 WIB diruang SIdang MK
dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang Ieregistrasi dengan nomor perkara 221PUU-
XV/20.7 ini dinjukan o1eh Endang Wasrinah. Maryanti dan Rasminah. Ketiganya adalah Ibu Ruinah
Tangga, Warga Negara Indonesia yang merasa menjadi korban pernikahan di usIa ariak-ariak Pare
Pemohon meinpersoalkan Pasa1 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai syarat minimal usIa
pernikahan yaitu. "Perkawinan hanya diizinkan 11ka pmak prta sudah mencapai urnur 79 (semb"an belas)
tabun dan pihak wariita sudah mencapai' urnur 76 (enam belas)"

Daiam permohonannya, para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai Warga Negara
Indonesia, korban pemikahan usia ariak. Para Pemohon merasa dipaksa untuk menikah di usia dini karena
keterbatasan ekonomi dan 1/11tan hutang yang dialami keluarganya Daiam perlalanan pernikahannya. para
Pemohon mengaku bahwa hak-haknya telah dirampas. antara lain hak untuk mendapat pendidikan. hak
untuk reproduksi yang sehat. dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak

Para Pemohon yang of advokasi o1eh Koalisi 18+ Inijuga menjabarkan bahwa ketentuan mengenai
syarat urnur perkawinan tersebut pernah diputus o1eh Mahkamah meIalui putusan nomor 30-741PUU-
XII/2014. Putusan tersebut menolak pengujian kalentuan a quo dengan alasan bahwa ketentuan a quo
merupakan kebijakan hukum pembuat UU (open legal policy). Ternadap halitu. para Pemohon berpendapat
bahwa meskipun penentuan batas usia perkawinan pada ketentuan a quo merupakan open legal policy.
tetapiimplikasi ditetapkannya syarat usia tersebut sangat me rugikan hak konstitusi perempuan Ketentuan
tersebut dinilaitelah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan di mata hukum terhadap kaum perempuan
Para Pemohon juga berpendapat bahwa seharusnya untuk me Iindungi hak-hak kaum perempuan tersebut,
Mahkamah Konstitusi me Iakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional para Pemohon

Diwakili Ajeng Gandini, para Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan pada Rabu (2415)
Daiam sidang tersebut diuraikan bahwa pengujian ketentuan in I mein akai batu un yang berbeda dengan
pengujian perkara 30-741PUU-XII/2014. Batu un yang digunakan dalam dua perkara itu adalah Pasa1 28B
ayat (2) dan Pasa1 28C ayat (1) UUD 1945. Sedangkan pada perkara ini, batu un yang dinjukan adalah
Pasa1 27 ayat (1) UUD 1945. Lebih Ianjut kuasa hukum para Pemohon menekankan frasa "16 tahun" agar
diganti mealadi rig Iahun" sama seperti syarat usia pada Iaki-Iaki. Halini demi pengakuan atas hak asasi
ariak perempuan

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Aswanto menyarankan agar para Pemohon
Iebih mengelaborasi permohonannya. terutama pada bagian kerugian konstitusional. Selain itu, terkait
petitum dan PCkok permohonan. Aswanto juga menekankan agar Pemohon tidak hanya menyebutkan Pasal
7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasa1 27 ayat (1) UUD 1945, tetapijuga menjelaskan
bagian inaria yang bertentangan. Adapun Hakim Konstitusi Saldiisra meinpertanyakan mengenai usia
Pemohon prinsipal yang masih berusia 13 tahun dan 14 tahun saat menikah. padahal undang-undang
mengizinkan perempuan menikah pada usia minimal 16 tahun Lebih Ianjut Saidi mengatakan bahwa halini
bukan persoalan norma, tetapi persoalan praktik. Saldijuga mengharapkan Pemohon untuk dapat
melampirkan data-data psikologi dan kesehatan yang menunjukkan perkawinan of usia ,6 tahun meiniliki
risiko tinggi

Seianjutnya, Hakim Konstitusi Wahiduddin menyatakan pengulian perkara yang dimohonkan
Pemohon lidak bersifattunggal Amnya. ada be be rapa undang-undang lainnya yang juga Ierkait, seperti UU
Perlindungan Ariak. UU Tenaga Keda. dan UU Pendidikan sehingga dapat menjadi dasar menaikkan dari
16 (tahun) ke 19 (Iahun) supaya tidak ada perbedaan dan usia pria. Jadi, perlu ditegaskan lagi mengapa
perlu disamakan. (Sri PuniantilRosalia Shella)
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